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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di

Pemerintah Kota Pangkalpinang ini dapat diselesaikan dengan baik

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen
Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih
(clean government) dan baik (good government) dalam memberikan layanan informasi kepada
masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi

dan kepercayaan publik terhadap terhadap Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan
evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota

Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2023

PPID Utama Kota Pangkalpinang
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A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan
sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik
saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian
informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat
maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya
dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota
(Pemkot) Pangkalpinang. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi
kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk
dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemkot Pangkalpinang telah
menetapkan Peraturan Walikota (Perwako) Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota

Pangkalpinang, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Selain itu ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus
melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem
sekaligus mengawasi tata kelola pemerintah. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat
dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat
waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good
governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan

dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik.



Pemkot Pangkalpinang terus berbenah melalui peningkatan infrastruktur maupun sumber
daya yang dimiliki bertekad mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan
sederhana, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat
Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 48/KEP/DISKOMINFO/1/2022 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di
Pemkot Pangkalpinang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID utama yang
dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2022. Monev terhadap PPID
dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, sosialisasi tentang PPID,

pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan layanan diperoleh
bahwa PPID Utama telah memiliki layanan e-PPID yang diluncurkan pada Bulan Juli 2021
yang juga terhubung dengan website Pemerintah Kota Pangkalpinang

(www.pangkalpinangkota.qgo.id).

- ‘ —— =
SELAMAT DATANG DI @
PANGKALPINANG,
Kot CBoibu S

PANDKALP!NANU



http://www.pangkalpinangkota.go.id/

Untuk indikator sosialisasi tentang PPID di Kota Pangkalpinang telah dilakukan
Sosialisasi aplikasi e-PPID kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Puskesmas
sebagai PPID pembantu dalam tim pengelolaan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang sehingga Daftar Informasi Publik (DIP) di OPD masing-masing bisa
dipublikasikan di layanan sistem informasi tersebut.

Namun PPID pelaksana belum melaksanakan dengan maksimal penginputan DIP

sehingga perlu dilakukan kembali sosialiasi yang langsung disampaikan oleh Komisioner Komisi
Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.




Sedangkan untuk pengumuman dan penyediaan informasi publik tetap dilakukan melalui
website masing-masing OPD/ PPID Pelaksana dan melalui E-PPID.
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Dan untuk indikator pelayanan informasi publik berdasarkan SK Wali Kota
Pangkalpinang, Tim PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki tugas

sebagai berikut :

Menetapkan

KESATL

Keputusan
KEDUA Tugas Tim Pengelolaan dan Pel si dan
Dokumentasi Publik di lingkun,
Pangkal g
KESATU, adalat
a. mengumpu
b. mengklasifikasi

Kota

Diktum
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D. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
di Pemerintah Kota Pangkalpinang berjalan dengan baik, Daftar Informasi Publik Tahun 2022
sudah dilakukan walaupun masih dengan SK Kepala Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang. Ke
depan penetapan DIP tahun 2023 dengan menggunakan SK Sekretaris Daerah. Kekurangan
lainnya belum dilakukan penetapan data yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang. Selain itu PPID Pembantu yaitu OPD diharapkan mampu mengelola dan
memutakhirkan data informasi publik secara berkala serta melakukan penginputan data

tersebut di ppid.pangkalpinangkota.go.id.






